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Abstrak 

Inspektorat yang disebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pem-

binaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Derah serta sebagai 

pengawas pada sistem suatu kinerja yang ada dalam suatu pemerintahan termasuk 

dalam hal keuangan di sutu daerah. Inspektorat saat ini masih belum bisa mereal-

isasikan perannya sebagai pengawas dan pembinaan khususnya dalam bidang 

keuangan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1)BagaimanaKewenangan inspektorat sebagai pengawas keuangan di Kabupaten 

solok? (2) Bagaimana Upaya yang dilakukan Inspektoran jika terjadi kecurangan 

pelaporan keuangan daerah di Kabupaten solok? Metode Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan Wa-

wancara.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. 

Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian Adalah:  (1) Inspektorat mempu-

nyai tugas yang telah direncanakan dengan terstruktur dan memiliki sistem yang 

tertata dalam tugas pengawasan baik dalam segi keuangan maupun kinerja dan 

dalam hal tertentu, dan inspektorat memiliki teknik khusus dalam melakukan 

pengawasan dalam bidang pengawasan dalam pemerintahan khusunya dalam bi-

dang keuangan. (2) Jika adanya keurangan pelaporan keuangan maka di selidiki 

terlebih dahulu untuk menentukan hasil yang kan di tindak lanjuti dan hasil yang 

di dapat bisa ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan pembangunan 

dan kinerja dalam pemerintahan khususnya dibagian Keuangan Negara yang 

merupakan aspek dari pembangunan serta merupakan salah satu unsur paling 

pokok dalam Kinerja Pemerintahan.Jika Pengawasan tidak diterapkan maka akan 

timbul praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah 

termasuk pemerintah daerah dan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh Pemerintah daerah itu sendiri juga 

sangat mengganggu keseimbangan akuntabilitas keuangan.1. 

Keuangan Negara merupakan hal yang sangat penting untuk Pembangunan 

suatu Daerah, setiap pemasukan yang di peroleh Negara dijadikan dana sebagai 

salah satu asupan untuk Pembagunan, serta pembagiandana tersebut menyebar di 

setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Akan tetapi setiap dana 

yang menyebar ke setiap daerah sering terjadi kendala yang bisa menyebabkan 

terjadinya kerugian terhadap Negara,salah satu kendala yaitu penyeludupan dana 

yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan yang bisa menyebabkan penyebaran 

dana di suatu daerah menjadi tidak stabil sehingga negara bisa mengalami 

kerugian yang fatal. 

                                                             
1Ida Rosnidah,2012,Keuangan Negara dan Daerah,PT Raja Grafindo,Jakarta,hlm 20 



Hal ini ditandai adanya tuntutan bagi masyarakat,yang mempermasalahkan 

keuangan dalam Pemerintahan yang mengalami kerugianserta pembangunan yang 

tidak berjalan baik, dan anggaran dana yang tidak jelas kemana dianggarkan. Ini 

menyebabkan terciptanya Aparatur Pemerintahan yang  tidak bersih dalam men-

jalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Hal 

ini  ada salah satu instansi pemerintahan yang beperan dalam menangani hal 

tersebut baik dalam ruang lingkup Daerah provinsi,kabupaten dan kota yang juga 

mempunyai wewenang dalam masalah pengawasan dan pembinaan yang disebut 

Inspektorat.  

Inspektorat merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang di 

singkat menjadi APIP yang mempunyai tugas dalam bidang pengawasan dan 

pembinaan sesuai Pasal 1 Angka (1) dan Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.2Inspektorat juga memiliki fungsi dalam melakukan 

pengawasan kinerja Pemerintahan Daerah dimana salah satu misi yang tujuannya 

adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen dan 

administrasi dalam pemerintahan daerah. 

 

 

                                                             
2Suriansah Murhaini,2010, Manajemen Penagawasan dalam Pemerintahan Dae-

rah,Pustaka Pelajar,Jakarta,hlm 29 



Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat mempunyai tugas 

fungsi terhadap  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Daerah  serta Usaha daerah lainnya. Inspektorat Memiliki Fungsi 

Lain sebagai berikut: 

1. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangakat 

Daerah 

2. Menjaga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa 

3. MengKoordinasikan Pelaksanaan Pelaksanaan tindak lanjut Hasil 

Pembinaan Dan Pengawasan 

4. Pelakasanaan tindakan Awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan 

Penyimpangan yang dapat merugikan daerah  

5. Pelakasanaan fasilitasi dalam Penyelenggraaan Otonomi Daerah 

melalui Pemeberian Konsultasi 3 

 

Dasar hukum yang menjadikan inspektorat memiliki kewenangan dalam 

pembinaan dan pengawasan terletak pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang di perkuat oleh Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 Tentang Pemerinta-

han Daerah4 

 

 

                                                             
3 Eri Prima,Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat secara lengkap  singkat dan praktis   

https://eriprima.wordpress.com/2012/07/07/pelaksanaan-tugas-dan-fungsi-inspektorat-

kabupaten-terhadap-badan-kepegawaian-daerah diakses pada tanggal 26 November 2017 

Pukul 08.34 WIB 

 
4Ibid. 



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

juga menjelaskan bahwa unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

semula dilakasanakan oleh Inspektur Wilayah Provinsi/Kota,Inspektorat 

merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan yang di 

pimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab  kepda 

Bupati kepada Seketaris Daerah. 

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat juga 

memiliki tugas dibagian Pengawasan Sosial Kemasyarakatan dan keuangan dan 

kekayaan daerah. Untuk Inspektorat Provinsi juga memilili fungsi sebagai berikut: 

1. Perenacanaan Program Pengawasan 

2. Perumusan kebiajakan dan Fasilitasi Pengawasan 

3. Pemeriksaan,Pengutusan pengujian dan Penilaian tugas Pengawasan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Inspektur daerah Hermantias selaku pimpinan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Solok menangani kasus penyalahgunaan ADD (Anggaran Dana Desa) 

di Nagari Guguak Sarai IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok mengenai 

pembangunan jalan dan jembatan yang telah melakukan pemeriksaan ulang yang 

sampai saat ini belum tepat sasaran dalam hal pemeriksaan kembali anggaran. 



Sebagai Pengawas Internal Pemerintah yang ditentukan oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 seharusya optimal dan dapat menjaga 

integritas Pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan dan tindakan ilegal 

dalamPemerintahan.5 

Dari kondisi yang demikian menunjukkan bahwa Inspektorat masih belum 

bisa merealisasikan perannya sebagai Pengawas dan Pembinaan khususnya 

dibidang administrasi dan keuangan,karena dalam ketentuan-ketentuan peraturan 

yang telah di tetapkan,inspektorat merupakan perangkat inti yang di berikan tugas 

untuk mengawasi dan membina dalam pelaksaan sistem Pemerintahan namun 

belum terealisasikan sepenuhnya.6 

Arti penting pengawasan tidak hanya sekedar mengawasi namun juga 

menjaga stabilitas,akuntabilitas serta kinerja dari suatu pemerintahan,dan juga 

melindungi sistem yang sudah tertata dengan baik dan sudah diatur di dalam 

pertauran yang telah ditetapkan. 

 

 

                                                             
5Rhian Dkincai,Masyarakat Guguak Sarai Kab. Solok, Pertanyakan Kelanjutan 

Pemeriksaan Ispektorat,http://www.portalberitaeditor.com/masyarakat-guguak-sarai-kab-

solok-pertanyakan-kelanjutan-pemeriksaa-ispektorat diakses pada tanggal 26 November 2017 

Pukul 09.10 WIB 

6Sofri Wandi,Kinerja Saber Pungli Dipertanyakan,https://jarbatnews.com/kriminal/kinerja-

saber-pungli-kabupaten-solok-dipertanyakan/diakses pada tanggal 26 November 2017 Pukul 

07.30 WIB 

http://www.portalberitaeditor.com/masyarakat-guguak-sarai-kab-solok-pertanyakan-kelanjutan-pemeriksaa-ispektorat
http://www.portalberitaeditor.com/masyarakat-guguak-sarai-kab-solok-pertanyakan-kelanjutan-pemeriksaa-ispektorat
https://jarbatnews.com/kriminal/kinerja-saber-pungli-kabupaten-solok-dipertanyakan/
https://jarbatnews.com/kriminal/kinerja-saber-pungli-kabupaten-solok-dipertanyakan/


Membicarakan tentang pengawasan memanglah bukan hal yang bisa di 

anggap murah karena pengawasan merupakan tanggung jawab yang sangat besar 

dan bisa menimbulkan efek yang sangat besar jika dilalaikan.7 

Akan tetapiyang terjadi di Kabupaten Solok pelaksanaan pengawasan oleh 

inspektorat belum dilakukan secara efektif,alasannya yaitu pelaksanaan kinerja 

pemerintahan selama ini belum sesuai rencana,dimana dapat dilihat pelaksanaan 

pengawasan belum tepat waktu ,hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan 

dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan serta 

kecurangan khususnya di Kabupaten Solok. Jika Pengawasan yang telah 

diterapkan tidak dilaksanakan kinerja pemerintahan mengalami gangguan yang 

signifikan terhadap pembangunan serta kesejahteraan rakyat,serta tidak 

terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk 

melakukanpenelitian lebih dalam,yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah 

yang berjudul”PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS 

KEUANGAN DI KABUPATEN SOLOK” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarksan latar belakang di atas,maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

                                                             
7Ibid. 



1. BagaimanakahKewenangan Inspektorat dalam Pemeriksaan dan 

Pengawasan di bidang Keuangan di Kabupaten Solok? 

2. BagaimanakahUpaya-Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jika Terjadi 

Kecurangan Pelaporan Keuangan Daerah dan penyalahgunaan anggaran di 

Kabupaten Solok? 

C.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Kewenangan Inspektorat dalam pemeriksaan dan 

Pengawasan di bidang Keuangan di Kabupaten Solok  

2. Untuk mengetahui Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam 

menangani Kecurangan Pelaporan Keuangan dan Penyalahgunaan 

anggaran  di Kabupaten Solok 

 

D.Metode Penelitian 

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum Yuridis 

Sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum 

didalam masyarakat serta melakukan survey ke tempat Yang akan di 

teliti. 

 



2. Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung 

dari narasumbernya, melalui wawancara, yaitu melakukan 

wawancara semi sturktur untuk mendapatkaninformasi secara 

lansung Dari narasumber yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten 

Solok yaitu Pimpinan kantor Inspektorat kabupaten Solok 

berjumlah satu orang 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, 

seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian yang terdiri 

dari: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan 

Negara 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah 

 

 

 



3.Alat Pengumpulan data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah suatu Percakapan tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan 

pada suatu masalah tertentu. Dalam proses penelitian kali ini akan 

menggunakan wawancara semi struktur,agar bertujuan permasalah 

yang dibahas lebih terbuka dan pihak yang diwawan carai dapat 

diminta pendapat dan ide-idenya. 

b. Studi Dokumen 

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan objek penelitian.8 

4.Analisa Data 

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif 

yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat 

dalam Peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang hidup 

dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.9

                                                             
8Sarjono Soekanto ,1989, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,Jakarta. hlm 23 

9Ibid. 


